Menimbang :

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6)
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2019
tentang Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143;

Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang...



Menetapkan

6.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tenrtang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah
(Lembaran Daerah Kota tahun 2016 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peratuarn Daerah Kota
banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah
(Lembaran Daerah Kota Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kota
Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA
AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1...



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota
Banjarbaru

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen
rencana yang menurut program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur
dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument
dalam mewujudkan KLA.

Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem
pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan
komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha
yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan
kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-
aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi
Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan
KLA.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

a.

menjamin terpenuhinya hak Anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan,

menjamin pemenuhan hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramabh,
bersahabat;

melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak.

mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan
pertama bagi Anak; dan

membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi

kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II...



(1)

(2)

(1)
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BAB II
PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-
misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru yang
berintegrasi dengan SKPD.

RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen
Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus
Tugas KLA dalam kurun waktu S (lima) tahun, terhitung mulai tahun
2021 sampai dengan tahun 2025.

BAB III
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas
KLA.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga
koordinatif di tingkat Kota Banjarbaru yang beranggotakan dari legislatif,
eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan
forum Anak yang mengkordinasikan program kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi
sumber daya baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha
secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan
pelaksanaan pengembangan KLA.

b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil
pelaksanaan pengembangan KLA.

c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Wali Kota,
Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas
Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana
RAD-KLA.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...



BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Maret 2022

WALI KOTA BANJARBARU
TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
TTD
SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 8



